
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 7C TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2024 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA BUPATI 

Menimbang 

DAN WAKIL BUPATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

,t 
. 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas kinerja

pemungutan pajak dan retribusi daerah, dilaksanakan

pemberian insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian rekening

belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan Sistem

Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia dan

untuk meningkatkan pertanggungjawaban pelaksanaan

pemberian insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan

Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2024 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah kepada Bupati dan W akil Bupati

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar

Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 113 Tahun 2024 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah kepada Bupati dan Wakil Bupati perlu

diubah dan disesuaikan;



Mengingat 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Nomor 113 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah kepada Bupati dan Wakil Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang . Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023

tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor
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3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 

61) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten

Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 74);

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 94/D);

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor

121/D);

15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 143/E);

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2024 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati dan

Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024

Nomor 113/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Menetapkan 

- 5 -

Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati dan 

W akil Bupati (Berita Daerah Ka bu paten Blitar Tahun 2025 

Nomor 49/E); 

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2025 ten tang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan

Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025

Nomor 4/B);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 113 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah kepada Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 113/E) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 

2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 113 

Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

kepada Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2025 Nomor 49/E) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
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Pasal 5 

( 1) Insentif Pajak bersumber dari pendapatan yang meliputi:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan;

c. Pajak Barang dan Jasa tertentu:

1. PBJT - Makanan dan/ atau Minuman;

2. PBJT - Tenaga Listrik;

3. PBJT - Jasa Perhotelan;

4. PBJT - Jasa Parkir; dan

5. PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Air Tanah;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan

h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

(2) lnsentif Retribusi bersumber dari pendapatan yang

meliputi:

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan

4. Retribusi Pelayanan Pasar.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa

pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha

lainnya;

2. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar

badan jalan;

3. Retribusi penyediaan 

pesanggrahan vila;

tempat penginapan/ 
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4. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan

ternak;

5. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga;

6. Retribusi penjualan hasil produksi usaha 

Pemerintah Daerah; 

7. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak

mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi Perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi

aset Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan; dan

8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

c. Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan

2. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

pa ��:$.._'. Tuli 2025 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 4 Juli 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

C �-
KHUSNA LINDARTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 70/E 

AR, 


